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KesiOlpulan 

BABIV 

PENUTUP 

I. Prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 

pemerintah Daerah di luar negeri dimulai dengan adanya undangan dari salah 

satu pihak yang berniat lmtuk mengadakan kerjasama.Setelah itll kedua 

negara masing-masing mengadakan penjajagan untuk melihat potensi masing­

masing daerah dengan syarat keljasama tersebllt tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional, saling mengllntungkan kedua belah pihak dan adanya 

persamaan karakter daJam bidang yang akan di keljasamakan nantinya. Hasil 

pertemuan dalam penjajagan yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah 

disebut Record of Visits/Managee of meeting yang nantinya seteJah kembali 

ke daerah masing-masing hams dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Apabila DPRD menyetujui maka dikeluarkan surat persetujuan dari 

ketua DPRD .Setelah itu kedua pemerintah daerah mengadakan pertemuan 

lagi untuk membahas LoI yang mempakan tindak lanjut dari pertemuan 

pertama yang merupakan pernyataan kehendak tertlllis dari kedlla pemerintah 

daerah untuk mengadakan kerjasama bel lim sampai pada perumusan 

implimentasinya dan ditandatangani oleh Kedua Kepala Daerah. Setelah 

terbentuk LoI maka Pemerintah Daerah memberitahu Ke Departemen Dalam 

Negeri bahwa pihaknya telah menyepakati Record of Visits dan Lo! dengan 

Pemerintah daerah di Illar negeri. Selanjutnya dengan surat pengantar dari 

Departemen Dalam Negeri maka Departemen Dalam Negeri memberitahll 
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